BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017-2022

Menimbang

Memperhatikan

a.

1.

BUPATI ACEH TENGGARA,

bahwa dalam rangka ketentuan perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah diperlukan dalam rangka
menentukan arah dan prioritas pembangunan secara
menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 2045;

. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat

(3) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh
Tenggara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022;

Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 29 Tahun 2020
tentang Batas Daerah Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo;

17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tenggara Tahun 2016 Nomor 011);

18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Aceh Tenggara Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH
TENGGARA TAHUN 2017-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRRK adalah
DPRK Aceh Tenggara;

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten pada Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh
Tenggara;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disingkat
sebagai RPJPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 20 (dua puluh )Tahun ;

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara
Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Perubahan RPJMK Aceh Tenggara
Tahun 2017-2022 adalah dokumen perubahan atas perencanaan pembangunan



10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

Kabupaten Aceh Tenggara yang didasari oleh evaluasi dan analisis keterkaitan
yang erat dan kontribusi program pembangunan yang telah dilaksanakan
untuk mengupayakan pencapaian tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
yang dapat direalisasikan secara rasional untuk hingga akhir periode 5 (lima)
Tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022;

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Periode 1 (satu) Tahun;
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut
Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
untuk periode S (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan
Tahun 2018.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta unutk memeroleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelyanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Perubahan RPJMK Aceh Tenggara disusun secara terpadu dan tanggap
terhadap perubahan.

Perubahan RPJMK bertujuan untuk mencapai target indikator kinerja melalui
pemenuhan standar pelayanan minimal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perubahan RPJMK merupakan penjabaran program prioritas standar pelayanan
minimal meliputi urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing OPD
penanggung jawab program.

Isi

BAB IV
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RPJMK

Pasal 4

dan uraian Perubahan RPJMK Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 termuat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 5 Juni 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,
Ttd

H. RAIDIN PINIM
Diundangkan di : Kutacane

Pada Tanggal : 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGG

Ttd
MHD. RIDWAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 24 TAHUN 2020



